
BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR ;LI TAHUN 2012 

TENTANG 

pERVBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 

2011 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN 

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS , 

bahwa persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana 

telah diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Peraturan Bupati 

Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu 

disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil; 

1. Undang-Undang 

Pembentukan 

Nomor 13 Tahun 1950 

Daerah-daerah Kabupaten 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

tentang 

dalam 

2 U d U d Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan 
• n ang- n ang 

(Le N Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor mbaran egara 
l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3882); 



3. Undang-Undang N 
omor 32 Pemerintahan D Tahun 2004 aerah (Le b tentang 

Indonesia Tahun 2004 N m aran Negara Republik 
Negara Republik Indone . omNor 125, Tambahan Lembaran 
b b s1a omor 4437) e erapa kali diubah . sebagaimana telah 
N terakhu- den 

omor 12 Tahun 2008 gan Undang-Undang 
Undang-Undang N tentang Perubahan Kedua atas 

omor 32 Tab 
Pemerintahan Da ah un 2004 tentang 

er (Lembar 
Indonesia Tahun 2008 N an Negara Republik 
Negara Republik Ind . omor 59, Tambahan Lembaran 

ones1a Nomor 4844)· 
4. Undang-Undang No ' 

Ad . . . mor 23 Tahun 2006 tentang 
rmn1stras1 Kependudukan (Le b 

J d · m aran Negara Repu blik 
n ones1a Tahun 2006 N 

Ne . omor 124, Tambahan Lembaran 
gara Republik Indonesia Nomor 4674)· 

5. Peraturan Pemerintah N ' omor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3050); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 

Nomor 5 Seri EJ; 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyurnas Tahun 2011 Nomor 5 Seri D); 



10. Peraturan Daerah I( 
abupo.ten 

2010 tentang Bonyurn 
GR Nornor 6 Tahun 

Penyclcnggurao.n 
I( b Administrasi Kependudukan di 

Daerah Kabupaten 
a upaten 8 anm•rn 8 J ~ 88 (Lcmbaran 

anyumas Tahun 2010 N 
E); omor 3 Seri 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERA TU RAN BUPATI 
TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2011 

TENTANG PERSYARATAN DAN 
TATA CARA 

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN 
PENCATATAN SIPIL. 

Pasal I 

Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 79 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 

Tahun 2011 ten tang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diubah sehingga berbunyi: 

b. foto kopi Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri yang telah dilegalisir 

dan/atau menunjukkan aslinya, dalam hal tidak ada Kutipan Akta 

Kelahiran, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan 

umur dan asal-usul suami dan istri yang diberikan oleh Lurah/Kepala 

Desa; 

Pasal II 

eraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

gar · • • tahkan pengundangan Peraturan 
setiap orang mengetahu1nya memenn 

upati · . dalam Berita Daerah Kabupaten 
m1 dengan penempatannya 

anYUmas. 

-----------·· 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal O 1 JUN 2012 

BUPAT 


